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Abstract: This study aims to systematically assess the conformity of th fatwa’s norms with
the principles of magqasid al-shari’ah and to analyze the views of Imam al-Ghazali and Imam
al-Shathibi as the epistemological foundations of the concept of maslahah. The research
employs a qualitative approach using a literature study method involving the fatwa text, figh
mu’amalah literature, the thoughts of Imam al-Ghazali and Imam al-Shathibi, books, journal
articles, and studies related to hajj fund management, maqasid al-shari’ah, and Islamic public
economics. Data analysis is conducted using the maqasid al-shari’ah framework. The findings
indicate that DSN-MUI Fatwa No. 122/2018 on Hajj Fund Management aligns with
magqasid al-shari’ah, particularly in terms of hifz al-mal, trustworthiness (amanah), and
public welfare (maslahah ‘ammah). Al-Ghazali’s perspective emphasizes the prevention of
potential harm, usury (riba), and uncertainty (gharar), while al-Shathibi underscores the
balance between individual and collective welfare within the framework of daruriyyat-
hajiyyat-tahsiniyyat. This study provides a maqasid-based understanding by linking it to the
analysis of contemporary fatwas. It is expected to offer recommendations for strengthening
hajj fund governance to make it more trustworthy, transparent, and oriented toward the
long-term welfare of pilgrims.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Hajj Fund, Magqasid al-Shari’ah, Imam al-Ghazali, Imam al-
Shathibi.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis menilai kesesuaian norma
fatwa tersebut dengan prinsip maqasid syariah serta menganalisis pandangan Imam
Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi sebagai dasar epistemologis bagi konsep maslahat.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
literatur terhadap teks fatwa, literatur figh muamalah, pemikiran Imam Al-Ghazali
dan Imam Al-Syathibi, buku, artikel jurnal, dan penelitian terkait pengelolaan dana
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haji, maqasid syariah, serta ekonomi publik Islam. Dan Analisis data menggunakan
pendekatan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI
No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana haji selaras dengan magqgasid syariah,
khususnya pada hifz al-mal, amanah, dan kemaslahatan publik. Pandangan Al-
Ghazali menekankan perlindungan terhadap potensi kerugian, riba, dan gharar,
sedangkan Al-Syathibi menegaskan keseimbangan maslahat individu dan kolektif
dalam kerangka daruriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat. Penelitian ini memberikan
pemahaman maqasid dengan menghubungkannya dengan analisis fatwa
kontemporer. Harapannya dapat memberikan rekomendasi penguatan tata kelola
dana haji yang lebih amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan
jangka panjang jamaah.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, Dana Haji, Maqashid Syariah, Imam Al-Ghazali,
Imam Al-Syathibi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana haji merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola
keuangan publik syariah di Indonesia. Setiap tahun, jutaan umat Islam menunaikan
ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik dan finansial dalam jangka panjang
(Harefa et al., 2024). Besarnya jumlah dana yang dikelola setiap tahunnya
menjadikan isu ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menjalankan rukun
Islam kelima, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah
dalam menjaga amanah umat. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH), total nilai dana haji pada tahun-tahun terakhir mencapai mencapai
Rp171,65 triliun pada akhir 2024 (BPKH, 2025), menjadikannya salah satu portofolio
dana publik syariah terbesar di dunia. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas,
dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana haji menjadi kebutuhan
fundamental yang harus dipenuhi oleh negara. Berikut tabel total dana kelolaan
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk periode 2020 - 2024.

Tabel 1. Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020-2024

Tahun Jumlah

2020 Rp 143.100.000.000.000
2021 Rp 158.880.000.000.000
2022 Rp 166.500.000.000.000
2023 Rp 166.700.000.000.000
2024 Rp 171.650.000.000.000

Sumber: data diolah dari publikasi BPKH (2023, 2025)
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Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. menegaskan bahwa besarnya dana
tersebut menuntut governance yang ketat, transparan, dan sepenuhnya sesuai
syariah agar kepercayaan publik tetap terjaga. Untuk memperkuat tata kelola
tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 membentuk
BPKH sebagai lembaga profesional yang bertugas menerima, mengembangkan, dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan dana haji.

Salah satu pedoman normatif yang menjadi rujukan adalah Fatwa DSN-MUI
No. 122/DSN-MUI/I1/2018 tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus. Fatwa ini
tidak hanya mengatur teknis penempatan dana, tetapi juga menekankan prinsip
syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan pelarangan riba serta gharar
(DSN-MUI, 2018). MUI mendasarkan fatwa tersebut pada sejumlah ayat Al-Qur’an
seperti QS. Al-Bagarah: 188 dan 196; QS. An-Nisa: 58; serta QS. Al-Maidah: 1, dan
beberapa hadis tentang amanah, larangan memakan harta orang lain tanpa izin,
akad wakalah, dan kerja sama antarsesama muslim.

Dalam perspektif magqgasid al-syari‘ah, kebijakan ekonomi Islam harus
diarahkan untuk menghadirkan manfaat (maslahah) dan mencegah kerusakan
(mafsadah). Pengelolaan dana haji berkaitan erat dengan prinsip hifz al-mal
sekaligus implikasi sosial, moral, dan spiritual bagi umat (Algifari & Andrini, 2024).
Namun, penelitian-penelitian seperti seperti dilakukan oleh Muneeza et al. (2018),
[Tham (2020), Mahera & S (2025) dan Fatmawati et al. (2025) masih berfokus pada
aspek kepatuhan formal dan efektivitas kelembagaan. Mayoritas belum secara
mendalam menginterogasi (interrogates) apakah pengelolaan dana haji benar-benar
memenuhi maqasid, serta bagaimana prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah
dipahami melalui kerangka konseptual Al-Ghazali maupun Al-Syathibi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti isu-isu terkait pengelolaan
dana haji, mulai dari aspek manajemen risiko, optimalisasi portofolio investasi
syariah, hingga evaluasi transparansi dan akuntabilitas BPKH. Sebagian besar
penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana haji telah menunjukkan
peningkatan dari sisi kelembagaan dan diversifikasi instrumen investasi. Namun
demikian, sebagian besar kajian masih bersifat teknis dan administratif, seperti

fokus pada likuiditas, profil risiko, analisis imbal hasil investasi, maupun kepatuhan
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terhadap standar keuangan syariah. Sementara itu, kajian yang menghubungkan
pengelolaan dana haji dengan kerangka filosofis maqgasid al-syari‘ah masih relatif
terbatas.

Dengan demikian, terdapat research gap, yaitu minimnya kajian yang
mengintegrasikan analisis fatwa DSN-MUI dengan magqasid syariah berbasis
pemikiran dua ulama klasik Imam Al-Ghazali maupun Al-Syathibi, terutama dalam
konteks kebijakan publik dan investasi dana haji bernilai triliunan rupiah.
Kekosongan kajian filosofis ini penting, karena tanpa kerangka maqasid, kebijakan
finansial syariah berpotensi terjebak pada compliance formal namun lemah dalam
orientasi kemaslahatan. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, muncul
pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: bagaimana kesesuaian
substansi Fatwa DSN-MUI No. 122 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip maqasid syariah
menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi, serta bagaimana implikasi normatif fatwa
tersebut terhadap tata kelola dan kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia, khususnya
dalam konteks kemaslahatan publik dan perlindungan harta jamaah?

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan secara kritis
menelaah Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 melalui perspektif maqgasid syariah
menurut Al-Ghazali dan Al-Syathibi. Penelitian ini merupakan pengembangan
kebijakan epistemologi maqasid dengan menghubungkan pemikiran klasik Imam
Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi dan kebijakan kontemporer dalam pengelolaan
dana publik syariah. Tujuan penelitian ini untuk merekomendasi kebijakan supaya
dapat memperkuat tata kelola dana haji yang lebih adil, amanah, berorientasi
kemaslahatan, dan sejalan dengan sistem keuangan syariah nasional. Urgensi
penelitian semakin kuat mengingat nilai dana haji yang terus meningkat dan

tingginya risiko kepercayaan jika tata kelola tidak sesuai prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
literatur. Penelitian kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam prinsip-
prinsip hukum, maqashid syariah, serta perspektif ulama klasik dalam pengelolaan

dana haji berdasarkan fatwa DSN-MUIL Menurut Creswell (2014) dan Sugiono
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(2016), studi literatur dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis data primer maupun sekunder yang relevan untuk memberikan
wawasan lebih dalam mengenai masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian
ini diperoleh dari dokumen resmi fatwa DSN-MUI, regulasi terkait pengelolaan
dana haji, dan sumber utama pemikiran Imam Al-Ghazali serta Imam Al-Syathibi.
Data sekunder didapatkan dari buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu
mengenai tata kelola dana haji, maqashid syariah, dan pengaruh fatwa dalam
praktik lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, penelaahan dokumen
tentang pengelola dana haji, Fatwa DSN-MUI, termasuk buku dan artikel. Analisis
data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan merujuk pada pendekatan
magqashid syariah, yakni menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan dana haji telah
sesuai dengan lima pokok tujuan syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Teknik analisis juga digunakan untuk memetakan relevansi
dan aplikasi prinsip kemaslahatan dari pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Al-
Syathibi dalam konteks tata kelola dana haji modern di Indonesia.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan telaah objektif dan
komprehensif tentang sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI, maqashid syariah, serta
pemikiran ulama klasik, sehingga dapat menyusun rekomendasi strategis bagi
penyempurnaan tata kelola dana haji yang amanah, adil, dan berkemaslahatan

optimal bagi umat Islam Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia
Literatur tentang pengelolaan dana haji di Indonesia menunjukkan bahwa

pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan UU No. 34
Tahun 2014 menjadi titik awal reformasi tata kelola keuangan haji yang memisahkan
fungsi pengelolaan keuangan dari fungsi penyelenggaraan ibadah. Hidayati (2024)
dalam Jurnal Ilmiah Syariah Manajemen Pengelolaan Dana Haji pada Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) menjelaskan bahwa BPKH mengelola keuangan haji dengan

prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas,

SIFWATIR RIF’AH, DKK



serta menekankan bahwa hasil pengembangan dana dimanfaatkan untuk
peningkatan kualitas layanan haji dan kemaslahatan umat (Hidayati et al., 2024).
Mubarak & Fuhaidah (2018) menemukan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi
kunci efektivitas pengelolaan dana haji, terutama dalam konteks pemisahan
kewenangan regulasi, operasional, dan pengawasan. Sementara itu, dari perspektif
hukum tata kelola, Zakiruddin (2024) mengatakan bahwa BPKH memiliki
independensi fungsional tetapi belum sepenuhnya independen secara struktural,
serta masih terdapat disharmoni antara UU No. 34/2014 dan UU No. 8/2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dimensi investasi dan optimalisasi portofolio dana haji juga mendapatkan
perhatian cukup besar. Murniwati et al. (2025) menemukan bahwa penggunaan
akad wakalah, ijarah, murabahah, dan musyarakah pada instrumen rendah risiko
secara umum telah selaras dengan prinsip syariah serta berkontribusi pada
pengembangan ekonomi syariah nasional. Fuadi et al. (2022) menunjukkan bahwa
pola investasi dana haji berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan
jamaah melalui skema subsidi BPIH dan pembiayaan proyek strategis. Setyawan et
al. (2020) mengembangkan model optimasi portofolio investasi dana haji dengan
pendekatan Markowitz dan menegaskan pentingnya diversifikasi lintas instrumen
syariah (sukuk, deposito, instrumen pasar uang) untuk menyeimbangkan antara
imbal hasil dan risiko. Masruroh et al. (2023) mengatakan bahwa desain portofolio
yang hati-hati mampu mengoptimalkan nilai manfaat bagi jamaah sekaligus
mendukung pembiayaan pembangunan melalui instrumen keuangan syariah.
Sementara itu, Rarasati, 2022 dan Rif’ah (2018) menegaskan perlunya penguatan
manajemen risiko untuk melindungi dana jamaah dari volatilitas pasar.

Isu transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal dana haji juga banyak
disorot. Haryono (2024) menekankan bahwa perhitungan future liabilities BPIH
sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang dana haji serta
mencegah kesenjangan antara kewajiban dan aset yang dikelola. Yudhira (2025)
menyoroti bahwa transparansi penyajian biaya haji dan pelaporan kinerja investasi
menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap BPKH. Dari beberapa literatur

tersebut menunjukkan bahwa penelitian pengelolaan dana haji sejauh ini telah
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banyak membahas bagaimana dana haji dikelola secara teknis, meliputi aspek
kelembagaan, portofolio investasi, risiko, transparansi, dan akuntabilitas, baik
melalui pendekatan normatif maupun empiris. Namun, belum banyak kajian yang
secara khusus dan mendalam mengaitkan praktik pengelolaan dana haji dan
konstruksi regulasinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 122 Tahun 2018 dalam
perspektif maqasid syariah. Terlebih lagi, hampir tidak ada penelitian yang secara
eksplisit menggunakan kerangka magqasid klasik Imam Al-Ghazali dan Imam Al-
Syathibi. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan bagi penelitian ini untuk
menawarkan analisis normatif-filosofis atas pengelolaan dana haji melalui
pembacaan kritis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 122 /2018 dalam perspektif maqgasid

syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 dalam Pengelolaan Dana Haji
Kajian tentang fatwa ekonomi syariah, khususnya yang dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah dibahas dalam
literatur sebagai landasan hukum utama bagi kebijakan dan praktik keuangan
syariah. Fatwa sering diposisikan sebagai norma yang guides, legitimizes, dan
requlates praktik syariah dalam berbagai instrumen keuangan termasuk pengelolaan
dana haji. Fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan atau pandangan keagamaan yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk
memberikan arahan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada berbagai
lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif dan
landasan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah di seluruh
sektor, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan syariah
lainnya (Andini, 2025). Sedangkan Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan sukuk
syariah telah dikaji dalam konteks investasi dana haji, di mana fatwa ini membantu
menentukan kriteria kepatuhan akad dan struktur investasi yang tepat (Murniwati
et al., 2025).

Kajian mengenai fatwa sebagai pedoman normatif dalam ekonomi Islam dan
khususnya dalam pengelolaan dana haji telah menjadi bagian penting dalam
literatur ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-
MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Setoran BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip

SIFWATIR RIF’AH, DKK



Syariah merupakan dasar hukum utama yang regulates, guides, dan defines tata kelola
dana haji agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk amanah, transparansi,
larangan riba dan gharar, serta perlindungan kemaslahatan jamaah (DSN-MUI,
2024).

Literatur tentang hubungan fatwa dan pengelolaan dana publik masih terbatas.
Sebagian penelitian evaluates implementasi fatwa pada tingkat operasional, seperti
penempatan dana haji pada bank syariah, penggunaan akad wakalah dalam setoran
BPIH, atau kesesuaian investasi dengan larangan riba dan gharar. Kajian-kajian
tersebut cenderung menilai kepatuhan (compliance-oriented studies), bukan fondasi
filosofis dari isi fatwa. Kurangnya eksplorasi terhadap naskah fatwa sebagai teks
normatif menyebabkan gap dalam memahami apakah fatwa tersebut sekadar
“mengatur teknis” atau benar-benar “mengarahkan kemaslahatan” sesuai maqasid.

Kajian yang lebih mutakhir mulai mengaitkan fatwa dengan maqasid syariah,
namun cakupannya masih terbatas. Beberapa penelitian dalam konteks perbankan
syariah dan keuangan mikro argues bahwa fatwa DSN-MUI telah dirumuskan
berlandaskan maslahat, tetapi tidak menawarkan argumentasi komparatif antara
fatwa dan konsep magqgasid ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syathibi. Dalam
konteks dana haji secara khusus, hampir tidak ditemukan penelitian yang critically
evaluates struktur fatwa, baik redaksi, prinsip, maupun tujuan normatifnya
berdasarkan kerangka magqasid klasik yang memiliki argumen epistemologis dan
metodologis yang kuat.

Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/1I/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH
dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan landasan hukum dan
moral bagi pengelolaan dana haji di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa dana
haji merupakan amanah umat yang wajib dikelola secara syariah, transparan, dan
memberikan nilai manfaat (maslahah) bagi jamaah. Berdasarkan data Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH, 2025), total dana kelolaan haji mencapai Rp171,65
triliun pada akhir 2024 triliun, dengan porsi investasi terbesar disalurkan melalui
Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang

menjadi sumber pendanaan infrastruktur pelayanan haji nasional.
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Penelitian Mashun (2021) dan juga BPKH (2025) mengonfirmasi bahwa
implementasi fatwa DSN-MUI tersebut telah memperkuat tata kelola keuangan haji
berbasis sharia governance. Sistem penempatan dana pada instrumen keuangan
syariah dianggap memenuhi prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan
menghindari risiko pelanggaran syariah seperti riba dan gharar. Namun, Yusuf
(2025) menyoroti bahwa aspek transparency dan public accountability masih
menjadi tantangan, mengingat sebagian masyarakat belum memahami mekanisme
pengembangan nilai manfaat dana haji. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fatwa
telah sesuai secara fikih, tetapi masih memerlukan penguatan pada sisi edukasi
publik dan keterbukaan informasi agar maqasid syariah tercapai secara menyeluruh.
Konsep Magqashid Syariah Perspektif Imam al-Ghazali

Secara etimologis, maqasid berasal dari bahasa Arab, jama taksir dari isim
mufrad maqgshud atau gasd yang berarti tujuan, sasaran, atau niat. Sedangkan al-
syari’ah berarti jalan yang harus ditempuh menuju sumber air. Dengan demikian,
magqasid al-syari’ah secara bahasa berarti tujuan-tujuan dari hukum syariah. Secara
terminologis, maqasid al-syari‘ah diartikan sebagai tujuan-tujuan ilahiah yang ingin
dicapai dengan penerapan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan
(maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Tujuan
utama magqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat (mashalih al-
ibad) baik urusan dunia maupun urusan akhirat manusia (Mashun, 2021).

Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang menegaskan pentingnya
maqashid syariah dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Ia menekankan
bahwa semua tindakan dan kebijakan keuangan harus berorientasi pada
perlindungan lima pokok kebutuhan manusia, serta memastikan terhindarnya
segala bentuk kerugian (mafsadah), ketidakpastian, dan manipulasi. Dalam
pengelolaan dana haji, pemikiran Al-Ghazali mengharuskan amanah, keadilan, serta
pengelolaan dana yang tidak merugikan jamaah atau mengandung unsur batil.

Dalam perspektif maqgasid al-syari’ah, teori ini menjadi kerangka konseptual
untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan dana haji mencapai
tujuan-tujuan syariat Islam. Al-Ghazali mendefinisikan magasid al-syari’ah sebagai

tujuan-tujuan dasar syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dengan
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menjaga lima aspek pokok: hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz

al-"agl (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta).

1. Hifz al-din (Menjaga agama)
Islam menegaskan pentingnya kebebasan berkeyakinan tanpa paksaan
sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256,

gd\wm)\umqawﬂ\@a\ﬁ\y

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang sesat”

Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan

kemuliaan agama itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Shalat adalah tiang agama. Bamng siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama,
dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama”.

2. Hifz al-nafs (Menjaga Jiwa),
Menjaga jiwa menekankan penghormatan terhadap hak hidup setiap manusia
dan larangan keras terhadap pembunuhan sebagaimana ditegaskan dalam QS.
Al-Maidah [5]: 32.

(i oLl AT LS8 AT G T o (08 LIS (a1 3 3008 31 i iy L0k 058
"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia
telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

3. Hifz al-"agl (Menjaga Akal)
Menjaga akal menjadi dasar penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan
pemikiran rasional (QS. Ali ‘Imran [3]: 190-191),

S5 3 s ()38 Gl ity IsY Yl UMU o)V L IS o3 )

DU e U a1 CllR U5 Sy il sl R o8 65 0%E 2 3is

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang

yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan

kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka
peliharalah kami dari siksa neraka)

4. Hifz al-nasl (Menjaga Keturunan)
Kemaslahatan wutama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah

keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan,
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dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah
satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus
yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Adapun menjaga keturunan
diwujudkan melalui penegakan moralitas dan larangan terhadap perbuatan zina
untuk memastikan keberlangsungan generasi yang saleh. (QS. An-Nur [24]: 2),
Y1 ol Ay &3kt A8 ) i 8 B0 g AROATE Y 55 5l T Lagia 35 0 15308 ¢ 305 A0 3
Ciie 3l s Al Lugaiie Sl

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus
kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian;
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang
beriman.”
. Hifz al-mal (Menjaga Harta)
Menjaga harta dimaksudkan agar manusia memperoleh dan memanfaatkan
kekayaan dengan cara yang halal serta menjauhi praktik zalim seperti disebutkan
dalam QS. Al-Baqgarah [2]: 188.

& 34085 15 L Gl 153l (3 3 8 1R A1 D Gy 158 5 ey 286 2801520 158G 5

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Dengan demikian, magasid syariah menggambarkan kerangka menyeluruh

dari ajaran Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam

upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks keuangan haji,

aspek hifz al-mal menjadi sangat dominan karena dana haji merupakan titipan

jamaah yang wajib dijaga, dikelola, dan dikembangkan tanpa melanggar prinsip

syariah (Yusuf, 2025).

Konsep Magqashid Syariah Menurut Imam al-Syathibi

Imam Al-Syathibi memperluas konsep magqgashid syariah dengan menekankan

keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat umum. Menurut

Imam al-Syathibi dalam al-Muwafagat fi Usil al-Syari’ah mengembangkan teori

maqasid dengan perspektif yang lebih sistematis dan aplikatif. la menekankan
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bahwa seluruh hukum syariah memiliki tujuan utama untuk merealisasikan
kemaslahatan manusia dalam tiga tingkatan kebutuhan: primer (daruriyyat),
sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat). Dalam konteks pengelolaan dana haji,
maqasid pada level daruriyyat diwujudkan dengan menjamin keberlangsungan
ibadah haji melalui dana yang aman dan transparan. Pada tingkat hajiyyat, maqasid
mendorong optimalisasi investasi dana haji agar memberi nilai tambah bagi
kesejahteraan jamaah dan pelayanan haji yang lebih baik. Sedangkan pada tingkat
tahsiniyyat, maqasid mengarahkan agar pengelolaan dilakukan dengan
profesionalisme, etika, dan prinsip good governance yang sejalan dengan semangat
keadilan sosial dan kemaslahatan umum (Yusuf, 2025). Setiap aktivitas pengelolaan
dana tidak hanya menguntungkan individu, tapi juga harus memberikan manfaat
besar dan berkelanjutan bagi umat secara luas.

Kedua tokoh tersebut memberikan dasar filosofis yang kuat bahwa magqasid
syariah tidak hanya menjadi kerangka etis, tetapi juga sebagai landasan normatif
dalam kebijakan publik, termasuk pengelolaan dana haji. Dalam kerangka ini, Fatwa
DSN-MUI No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji mencerminkan penerapan
magqasid syariah, terutama dalam aspek hifz al-mal dan maslahah ‘ammah. Pengelolaan
dana haji melalui instrumen syariah seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)
menunjukkan sinergi antara tujuan syariah dan kebijakan ekonomi Islam: menjaga
amanah dana jamaah sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan
pelayanan ibadah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Tulisan ini mengkaji
konsep maqashid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat) dalam perspektif dua tokoh
utama dalam ushul figh, yaitu Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Melalui
pendekatan tekstual dan filosofis, artikel ini menjelaskan hierarki maqashid yang
dikembangkan oleh al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, serta penyempurnaan
konseptual yang ditawarkan oleh al-Syathibi dalam al-Muwafaqat.

Dengan demikian, teori maqasid asy-syari‘ah dari al-Ghazali dan al-Syathibi
dapat dijadikan kerangka evaluatif untuk mengukur sejauh mana praktik
pengelolaan dana haji di Indonesia selaras dengan prinsip syariah dan tujuan

kesejahteraan umat.
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Fatwa DSN MUI Tentang Pengelolaan Dana Haji: Tinjauan Maqasid Syariah Imam
Ghazali dan Imam Syathibi

Dalam kerangka magasid asy-syari’ah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali
dalam al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul, tujuan syariah adalah menjaga lima prinsip
dasar kehidupan manusia (Yusuf, 2025): hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-
‘aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta). Dalam konteks pengelolaan
dana haji, prinsip hifz al-mal menjadi sentral karena menyangkut kepercayaan
masyarakat terhadap negara dalam menjaga harta umat. Dana haji harus dikelola
untuk kemaslahatan jamaah, bukan sekadar untuk pengembangan ekonomi
institusional. Prinsip hifz al-mal menuntut adanya sistem pengawasan syariah yang
kuat, transparansi dalam pelaporan, dan jaminan keamanan investasi pada
instrumen yang halal dan produktif.

Sementara itu, Imam al-Syathibi dalam al-Muwafagat fi Usul al-Syari’ah
mengembangkan maqasid secara sistematis dengan tiga tingkat tujuan hukum
Islam, yaitu: daririyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan
tahsiniyyat (penyempurna). Dalam pengelolaan dana haji, daririyyat diwujudkan
dengan menjamin keamanan dana jamaah dan pelaksanaan ibadah yang lancar.
Hajiyyat terlihat dalam pemanfaatan hasil investasi untuk meningkatkan fasilitas dan
pelayanan haji, sedangkan tahsiniyyat diwujudkan melalui praktik tata kelola
profesional, akuntabel, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan BPKH
yang menempatkan dana haji dalam instrumen sukuk mencerminkan upaya
integrasi maqasid al-Syathibi, karena tidak hanya menjaga keamanan dana, tetapi
juga memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat (Tahir & Hamid,
2024).

Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH
Khusus merupakan rujukan normatif utama dalam tata kelola dana haji di
Indonesia. Fatwa ini menekankan bahwa dana haji adalah amanah publik (amanah
maliyah) yang wajib dijaga, dikelola, dan dikembangkan sesuai dengan prinsip
syariah, terutama dalam hal:

(1) menjaga keamanan dana,

(2) memastikan kehalalan instrumen investasi,
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(3) menghindari riba, gharar, dan penyalahgunaan, serta
(4) mewujudkan kemaslahatan bagi jamaah.

Analisis terhadap fatwa ini menjadi lebih komprehensif ketika ditinjau dari
perspektif maqgasid al-syari‘ah klasik, terutama pemikiran Imam al-Ghazali dan
Imam al-Syathibi. Keduanya memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk
menilai sejauh mana fatwa tersebut memenuhi tujuan syariah, baik pada aspek
perlindungan individu maupun kemaslahatan publik.

1. Perspektif Imam al-Ghazali: Dominasi Prinsip Hifz al-Mal dalam Pengelolaan Dana Haji

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga
lima kebutuhan dasar manusia (al-daririyyat al-khams): agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Dalam konteks dana haji, aspek hifz al-mal (perlindungan
harta) menjadi titik sentral. Dana haji merupakan titipan jamaah yang bersifat
sangat sensitif secara moral dan spiritual, sehingga segala bentuk risiko,
ketidakpastian (gharar), kecurangan, maupun potensi kerugian harus dicegah.

Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 sejalan dengan pandangan ini karena
menegaskan bahwa:

o dana haji wajib ditempatkan pada instrumen yang aman, transparan, dan
halal,

o pengembangannya dilakukan tanpa melanggar prinsip syariah,

o pengelola  wajib memastikan akuntabilitas, = kehati-hatian, dan
profesionalisme.

Menurut kerangka al-Ghazali, fatwa ini mencerminkan implementasi
maslahah yang bersifat daruriyah, karena berhubungan langsung dengan
perlindungan harta jamaah. Ketika dana haji ditempatkan pada instrumen syariah
berisiko rendah seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan SBSN, hal ini
menunjukkan penerapan prinsip hifz al-mal dalam praktik. Pengembangan dana
yang menghasilkan manfaat juga selaras dengan tujuan mewujudkan
kemanfaatan (jalb al-masalih) dan mencegah kemudaratan (dar” al-mafasid).

2. Perspektif Imam al-Syathibi: Keterpaduan Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat
Imam al-Syathibi menawarkan kerangka magqasid yang lebih sistematis dengan

tiga hirarki kebutuhan manusia:

SIFWATIR RIF’AH, DKK



Daruriyyat, kebutuhan primer yang wajib dipenuhi untuk menjaga
keberlangsungan kehidupan. Dalam pengelolaan dana haji, fatwa
menegaskan kewajiban menjaga keamanan dana, larangan menyalahgunakan
harta jamaah, dan larangan riba-gharar. Ini sejalan dengan magasid daruriyah
dalam menjaga harta dan menjaga agama (karena dana digunakan untuk
ibadah haji).

Hajiyyat, kebutuhan yang mempermudah dan menghilangkan kesulitan.
Dalam pengelolaan dana haji, fatwa memberi ruang untuk pengembangan
dana melalui instrumen investasi yang halal. Hal ini bertujuan untu
meringankan beban biaya haji, meningkatkan fasilitas dan layanan haji,
menyediakan cadangan likuiditas jangka panjang.

Menurut al-Syathibi, ini termasuk memenuhi kebutuhan sekunder yang
memberikan kemudahan (faysir) dan menghilangkan kesulitan bagi jamaah.
Tahsiniyyat, kebutuhan penyempurna yang terkait etika, moralitas, dan
kesempurnaan perilaku. Dalam dana haji, fatwa menekankan amanah,
transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang etis. Aspek ini merupakan
bagian dari tfahsiniyyat, yaitu peningkatan kualitas moral dan etika
pengelolaan keuangan publik.

Di sinilah relevansi pemikiran al-Syathibi paling kuat, fatwa tidak hanya

menjaga aspek legal-formal, tetapi juga mendorong tata kelola yang berorientasi

pada kemaslahatan umum (al-maslahah al-’ammah) dan keberlanjutan.

3. Integrasi Fatwa dengan Magqasid Klasik Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi

Ketika dianalisis secara integratif, fatwa DSN-MUI No. 122 /2018:
selaras dengan prinsip hifz al-mal menurut al-Ghazali karena fokus pada
perlindungan dana jamaah,
merefleksikan hierarki maqgasid Syathibi melalui keamanan dana (daruriyyat),
optimalisasi manfaat (hajiyyat), dan tata kelola etis (tahsiniyyat),
menempatkan kemaslahatan jamaah sebagai tujuan utama,
memadukan kepatuhan fikih dengan nilai moral dan sosial, bukan hanya

aspek teknis.
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Keduanya sepakat bahwa harta jamaah adalah amanah yang tidak boleh
disalahgunakan, dan setiap pengaturan dana haji harus mengarah pada
pemeliharaan ibadah, peningkatan kesejahteraan jamaah, dan penguatan keadilan
publik.

Analisis integratif antara fatwa DSN-MUI dan teori maqasid menunjukkan
bahwa fatwa tersebut telah menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan
pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi. Aspek hifz al-mal tampak jelas dalam
prinsip kehati-hatian (prudential) BPKH, sedangkan maslahah ‘ammah tercermin
dalam pemanfaatan hasil investasi untuk pembangunan fasilitas haji. Namun,
sesuai pandangan al-Syathibi, maqasid tidak hanya diukur dari hasil material,
tetapi juga dari magasid akhlagiyyah yaitu etika keadilan, tanggung jawab, dan
pemerataan manfaat (Kurniawan & Hudafi, 2021). Oleh karena itu, perlu langkah
strategis agar pengelolaan dana haji lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial,
seperti subsidi bagi calon jamaah berpenghasilan rendah atau dukungan
pemberdayaan ekonomi umat di sektor haji dan umrah.

Dari sisi etika maqasid, pengelolaan dana haji juga harus menjaga hifz al-din
dan hifz al-nafs, yaitu menjauhkan praktik keuangan dari ketidakadilan,
manipulasi, dan ketimpangan. Keberhasilan pengelolaan dana haji tidak hanya
diukur dari return on investment, tetapi juga return on spirituality, yakni sejauh
mana kebijakan keuangan tersebut membawa manfaat bagi keimanan,
kenyamanan ibadah, dan kesejahteraan jamaah (Tahir & Hamid, 2024). Dengan
demikian, jika pengelolaan dana haji berbasis maqasid diterapkan secara utuh,
maka kebijakan DSN-MUI dan praktik BPKH tidak hanya akan memenuhi
standar fikih, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberlanjutan
(sustainability) sesuai semangat syariah Islam (Angjela et al., 2025).

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tidak hanya berfungsi

sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan dana haji, tetapi juga menjadi instrumen

normatif yang mencerminkan nilai-nilai maqasid al-syari’ah sebagaimana

dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Melalui penerapan prinsip

hifz al-mal, maslahah ‘ammah, serta hirarki daruriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat, fatwa ini

memastikan bahwa dana haji dikelola secara aman, transparan, profesional, dan
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berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan jamaah. Integrasi antara kebijakan
negara, prinsip keuangan syariah, dan kerangka maqasid memungkinkan
pengelolaan dana haji tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga
menghadirkan nilai spiritual, etika, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama
syariah. Dengan pendekatan magqasid yang komprehensif, pengelolaan dana haji
dapat semakin memperkuat amanah publik, meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah, dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi

umat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 tentang
Pengelolaan Dana Haji dalam perspektif maqasid al-syari’ah menurut Imam al-
Ghazali dan Imam al-Syathibi, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai
berikut: Pertama, pengelolaan dana haji merupakan amanah publik (amanah maliyah)
yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola
dana haji wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan,
transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan jamaah. Fatwa
DSN-MUI No. 122/2018 hadir sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa
seluruh proses pengelolaan dana haji berjalan sesuai syariat. Kedua, dari perspektif
Imam al-Ghazali, pengelolaan dana haji berkaitan langsung dengan tujuan utama
syariah, terutama prinsip hifz al-mal. Dana haji sebagai harta titipan umat
membutuhkan perlindungan maksimal dari risiko kerugian, ketidakpastian,
manipulasi, dan penyalahgunaan. Penempatan dana pada instrumen investasi
syariah berisiko rendah seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan SBSN
mencerminkan implementasi nyata dari tujuan jalb al-masilih (mendatangkan
kemaslahatan) dan dar’ al-mafasid (menghindarkan kerusakan).

Ketiga, dalam perspektif Imam al-Syathibi, pengelolaan dana haji berkaitan
dengan pemenuhan hierarki maqasid: daruriyyat (keamanan dana dan kelancaran
ibadah), hajiyyat (optimalisasi manfaat melalui investasi halal untuk memudahkan
jamaah), dan tahsiniyyat (penguatan etika, tata kelola profesional, dan keadilan

sosial). Kerangka maqasid al-Syathibi memberikan arah bahwa kebijakan haji harus

SIFWATIR RIF’AH, DKK



tidak hanya legal-formal, tetapi juga membawa kemaslahatan kolektif dan
keberlanjutan jangka panjang. Keempat, integrasi antara pemikiran al-Ghazali dan al-
Syathibi menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 122/2018 telah mengandung
nilai filosofis maqasid yang kuat. Fatwa tersebut tidak hanya menekankan aspek
fikih, tetapi juga mempromosikan tata kelola keuangan publik yang bermoral,
berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jamaah. Dengan
pendekatan maqasid yang komprehensif, pengelolaan dana haji mampu
menghadirkan keseimbangan antara keamanan dana, manfaat ekonomi, dan nilai
spiritual bagi umat Islam.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana haji berbasis maqasid al-syari’ah
merupakan model ideal untuk mengelola dana umat secara aman, produktif, dan
berkeadilan. Melalui penerapan prinsip hifz al-mal, maslahah ‘ammah, serta nilai-nilai
etika dalam tahsiniyyat, kebijakan BPKH dan fatwa DSN-MUI diharapkan mampu
memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah

haji, serta mewujudkan kesejahteraan umat secara lebih luas dan berkelanjutan.
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